


 
 

 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 5539) sebagaimana telah  

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 

2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 

Nomor 63) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 63 
TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 

KEPADA DESA. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara 

Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus 

Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 

Tahun 2021 Nomor 63) diubah sebagai berikut. 



 
 

 

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (5) dihapus dan ayat (3) 

diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

(1) BKKD dianggarkan di SKPKD pada kelompok belanja 
transfer, jenis belanja bantuan keuangan berdasarkan 
kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan 

program Pemerintah Daerah di Desa. 

(2) Dihapus. 

(3) Penerima dan besaran BKKD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Pemerintah Desa  yang mendapat bantuan keuangan 

wajib mencantumkan dalam APBDesa. 

(5) Dihapus. 

 

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan 

keuangan di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1), untuk: 

 

a. wilayah perbatasan antar kabupaten; 

b. tindak lanjut kerja sama antar daerah; 

c. pembangunan kawasan perdesaan; 

d. pembangunan pasca bencana; 

e. pelaksanaan pemilihan kepala desa; 

f. pengisian anggota bpd; 

g. pelaksanaan lomba tingkat provinsi dan nasional; 

h. pemberian penghargaan bagi desa berprestasi untuk 

semua kategori lomba tingkat kabupaten, provinsi dan 

nasional;dan 

i. pembangunan lainnya dalam rangka pencapaian prioritas 
pembangunan pemerintah daerah. 

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 13 

(1) Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana dari pemberian 

BKKD wajib dipergunakan oleh Desa untuk melanjutkan 
atau meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas kegiatan 

yang berkaitan dengan prioritas penggunaan BKKD. 

(2) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari 
kegiatan yang belum dilaksanakan dan atau belum 

terselesaikan diakhir tahun anggaran berjalan dianggarkan 
kembali oleh Desa dalam APBDesa tahun berikutnya dan 

dicatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan. 

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 
berbunyi sebagai berikut: 

 

 








